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Kebijakan Turki yang terus membuka pintu bagi pengungsi Suriah telah menempatkanTurki sebagai negara penampung pengungsi
terbanyak di dunia. Khususnya pada tahun 2015, Turki menampung sekitar 2.503.549 pengungsi Suriah dan pada tahun 2016
sebanyak 2.970.000 pengungsi Suriah terdaftar resmi di negara Turki. Kebijakan Turki yang terus membuka pintu perbatasan
kepada para pengungsi Suriah tersebut ternyata tidak dimiliki oleh negara-negara Arab lainnya termasuk juga negara-negara di
kawasan Uni Eropa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Turki era Presiden
Erdogan dalam menangani pengungsi Suriah selama periode 2015-2016, serta mengetahui faktor yang melatarbelakangi kebijakan
tersebut diterapkan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini bersifat kajian pustaka, dimana seluruh data
bersumber dari data sekunder, yang meliputi buku, skripsi, artikel, jurnal, dokumen dan laporan serta berbagai berita yang memiliki
hubungan dengan penelitian ini, selain itu data yang diperoleh juga bersumber dari hasil wawancara, sebagai bahan pendukung
dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Turki terhadap pengungsi Suriah periode 2015-2016, yaitu
melanjutkan kebijakan pintu terbuka, memperbanyak membangun kamp pengungsi, memberikan status kewarganegaraan,
bekerjasama dengan lembaga internasional, dan memberikan insentif dana kepada pengungsi Suriah. Kebijakan yang diterapkan
Turki tersebut tidak dimiliki oleh negara seperti Irak, Lebanon, Yordania serta Jerman yang membatasi menangani pengungsi
karena alasan ekonomi dan keamanan. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi kebijakan Turki yaitu karena adanya dorongan
politik dalam negeri yang dominannya adalah para pendukung AKP dan Erdogan, serta karena faktor ekonomi dan militer. Faktor
kondisi luar negeri, yaitu letak gografis dan hubungan politik, termasuk keinginan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa melalui
kerjasama penanganan pengungsi.
Pada akhirnya penulis menyarankan bahwa agar segala kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Turki terhadap pengungsi Suriah
tidak berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan keamanan di negara Turki.
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